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ADBSTRAK

Lembaga Kejaksaan scbagai lembags non departemen memiliki tugas
tidak hanya schagai Jaksa Penpuntut Umum yang menyelesaikan tugas-tugas
kepidanaan tetapi juga scbagai Pengacara Negars yang mempunyai tugas dan
wewenang dalam menvelesaikan tugas-tugas keperdataan schapaimana diatur
dalam Pasal 30 avat (2} Undeng-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI dan Staathlad 522 Tahun 1922, Salzh satu wujud dari wewenang
tersehut adalah dalam hal penerimaan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah dan
BUMD. Berdasarkan latar  belakang tersebut maka dapat  dirumuskan
permasalahan: Pertama, Apa Alasan Pemberian Sural Kussa Khuswes  oleh
Pemerintah dan BUMD kepada Kejaksaan dalam penvelesaian Perkara Perdata,
kedus, Bagaimana ruanglingkup Surat Kuasa Khusus dalam penyelesaian pekara
perdata oleh lembaga Kejaksaan. Sedangkan metode pendekatan vang digunakan
adaloh yuridis sosiologis vang hersifat deskriptif. Data diperoleh melalui data
Primer dan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu wujud
dari  Undang-Undang Kejaksaan ini adalah dengan penerimean Surat Kuasa
Khusus dari pemerintzh den BUMD oleb Kejaksaan dalarm hal perkara perdata.
Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Mengeluarkan Surat Kuasa Khusus dengan
hak substitusi kepada beberapa orang Jakss sehagai Pengacara Wegara untukl
mewakili Pemerintah dan BUMD terscbut  baik di dalam maeupun di Tuar
pengadilan dan fangkah vang dilakukan oleh Jaksa sebapai Pengacara Negara
tersebut adalab secara Litizasi maupun non litigasi sehingga perkara perdpsta
tersebut diselesaikan sampai mempunvai  kekuatsn hukum tetap {indreach van
aewiside), Pada dasarnya kuasa khuses tidak jauh berbeda dengan kuasa umum,
Dalam Surat Kuasa khusus ada dua pihak vaitu penerfima kuasa dan pemberi
kuasa, Surat kussa Khusus tersebut berakhir sesuai dengan isi perjanjian dalam
surat kuasa, pemberi kusss menark Kuasanya, meninggalnya salah satu pihak
serta penerima kuasa melepas Kuasanva, Dalam suaty kuasa khusus dapal
disepakati kuasa mutlak agar ketidakpastian pemberian kuasa dapat dihindari.




BABI
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Musalah

Selama i telah banvak dihasilken peraturan perundang-undangan
vany sesusi dengan kosdish sosial masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-
undangan tersehut berupa peraturan Pidana, seperti Pidana Umum dan Pidana
Khusus, maupun peraturan tentang Perdata dan Tata Usaha Nepara.

Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintahan
Hindia-Belanda yang berlaku i Indonesia herdasarkan azas korkondasst.
artinva bahws ketentuan hukum vang herlaku di Indonesia sama dengan
ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda, DM samping itu. dasar
hukum berlakunya KUH Perdata di Indenesia tidak terlepas dari Ketentoan
Pasal |l atwran peralihan Undang-Undang Dasar Tabun 1945 dan masih
dibutuhkan, KUH Perdata ditetapkan pada Tahun 1838 di Negeri Belanda,
sedangkan di Indonesiz ditetapkan pada tahun 1848 yang terdini atas 4 {empat)
buku vaitu Buku | tentang Hukum Orang. Buku I tentang Hukum Bends,
Buku [ tentang Perikatan dan Buko IV tentang Pembulktian dan Daluarsa’

Penparuh dan konsckuensi dari pembangunan zaman wang scmakin
maju menyebabkan hubungan timbal balik antara manusia tidak saja terbatas
pada satu lingkungan atau wilayak saja, bahkan telah meluas sampai ansar
keta maupun negara. Dalam melakukan hubungan tersebut, ada kalanya

seseorang tidak dapat langsung mengurus kepentingannya sendici. Begitupun

Balim HS. 2001, Perganar Hukem Perdata Teenis, Sinar Grafike, Jekarta. 1im, 4




datam hukum, Ketika seseorang tidak dapat atau tidak imgin melakukan seatu
perbuatan hukum  Kareno sunto alssan  ledentu, maks omnmeg lan depat
mewakili  kepentingan  hukumnya  dengan  suate kvasa. Hal ini dapat
dischabkan karcna kurangnya pengetahuan tentang masalah térsebot atau
karema tidak cukupnya wakly mengunis képentingannya. Untuk ite perlu
bantuan dari orang lain untuk dapat melakukan kepentingan itu atas nama
dirinya dibawah lembaga kuasa,

Menurut hukum, lembags kuesa bertujuan untuk mewakili kepentingan
hukum scseorang, Sejsuh mana perbustan-perbuaisn hukum dalam Kuasa i
dapat diwakill, hal tersebut tergantung pada baik subyek maupun obveknya
Untuk kepentingan tersebut, pemberian kuase harus diboktikan dengan adanya
tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima Bussa
berupa tanda tangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian
kuasa merupakan suatu perbuatan hukum vang lahir karena kesepakatan kedua
belah pibak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dan bukti lahimys
kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus
1'n|:r::rru'.!kll&u@unirL}-a.'1L

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Pasal 147 RBg / 123

HIR ayat (1) menegaskan

Dedorgr Salndar. eipdodz Masword press conue MEENOE L2 1T tanggnl 20

Seplember. 1225 WIS
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(1} Kedus helah pikak, jike mencka menghendaki, dapat meminta bantwan
atan mewakilkan kepada seorang kuasa. vang untuk maksud im haros
dilakukan dengan suatu surat kvasa khusus, kecuwali badan yang
memberi Kuasa ity hadir sendiri
Penpgpugat dapat juge memberi kuasa dalam surat gugatan vang
ditandatangani dan diajukan menurul ayat pertama pasal 142 RBg /
118 HIR atsu harus disehutkan dalam cstatan bal gupatan disjukan
secura lisan menurut avat pertama pasal 144 RBg / 120 HIR.

Keadaan seperti ini, seseorang akhirnva memerlukan jasa orang lain
yaity dengan jalan memberikon surot Kuasa atou wewenoang kepada orang |ain
tersebul gung menvelenggarakan urusan-urusan atas nama pemberi kuasa,
Maksud menyvelenggomakan suatu urusan adalab untuk melakukan  suatu
perbuatan hukum, perbuatzn mana menimbulkan akibat bukum, dan akibat
hukum tersehut dikehendaki oleh orang vang berbuat”.

Pasal 1792 KUH Perdata, menyebutkan :“Pemberian kuasa adalah
suatu persetujusn yang bersikan pemberian kekvassan kepada orang lan
vang menerimanya, untuk melaksenakan sesuate untuk atas nama pemberi

451
kuasa.™

Scjzlan denpan hal tersebut diatas, jike kita melihat sckarang ini,
Peranan Jaksa sebagai Penpacara Negara dimang sebapai pihak yang
menerima kuasa untuk melakokan penvelesaian masalah keperdataan untuk
damn atas nama pemberi kuasa telsh menambah tugas dan fungsi baru kejaksann

dalam dunia hukum di Indoncsia, Karena masvarakat pada umumnya sudah

dapat melihat peranan Jaksa disamping menangani perkara pidana juga

VK. Wandjik Sateh. kv doara Perdata REcHIR. Ghalie Indanesia Cerakan heampat,
Jukarta, 1981 Hlm 20

ULl Moaviar, 201, Sinfowan redieeg Sweot Kwesg Merrs? Hobam Acars Perdong
fndonesia, Universitos Taman Siswie, Puclang
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menangani masalah keperdataan vanp dalam hal ini Jaksa sebagal Pengacara
Mesara malalui surat kuasa, Pemberian surat kuasa dapat dilakukan sccara
khusus atau secara umum. Secars khusus berarti kuasa vang diberikan hanya
mengenai satu kepentingan fertentu atan lebib, sedongkan secara umum
meliputi segala kepentingan si permbers kuasa,’

Peran Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki
landasan hukum vang jelas dan kokoh, sebagaimana tertuang didalam
Undang-Undang MNomor |6 Tehun 2004 teatang Kejoksaan Republik
Indonesia. dimana Pasal 30 ayat {2) yvang menyebutkan babwa @ "Dibidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa kKhusus dapat
bertindak di dalam maupun di lusr pengadilan untuk dan aas nama MNegara
atau Pemerintahan®,

Berdasarkan atwran ini pula, maka salah satu tuges den funpsi
Kejaksaan yaitu untuk mewakili instansi pemberi kuasa yang dalam hal s
adalah pemerintahan dan BUMD untuk bertindak baik secars [itigasi maupun
non litigasi dakemn menyelesaikan suatu kepentingan tertentu atau lebih, alaw
sccara umum  sehapaimana substansi vang tertuang dalam  Sural Kuasa
Khusus. Oleh sebab itu, untuk dapat melihat lebib jauh mengenai surat Kuasa
khusus vang diberikan pemerintah kepada kejaksaan untuk menyelesaikan
perkars perdata tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul :

T Zig Infokum — Dilama Mobanghum, G 8, hlod




PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH LEMBAGA

KEJAKSAAN BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS ™

B. Rumusan Masalak

Adapun perumusan masalah vang akan di behas dalam penulisan ini

adalak sebapgai berikug

i

b,

Apa plasan pemberian surat kvasa khusus oleh Pemerintah dan BLIMD
kepada kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata”
Baguimana ruanglingkup surat kuasa kKhusus dalam penyelesaian perkara

perdata oleh lembaga kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

Darn rumusan masalah tersebut, maka tjuan penelition ini adalah

sehagai berikut

i

b,

Lintuk mengetahui alasan pemberian surat kuasa Khusus oleh pemerintah
dan BLIMD  kepada lembaga kejaksman dalam penyelesaian perkara
perdata,

Untuk mengetnhun reanglingkup surat koasa khusus dalam penyelessan

perkara perdata oleh lembaga kejaksaan,




BAR IV
PENLTLP

A. Kesimpulan

B

[

Adapun Alasan Pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Pemerintah dan
ESEMD kepada Lembaga Kejaksaan Dalam Penvelesaian Perkara Peordata
adolah Pasal 30 avat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentana
Kejaksaan RI dan staatblat nomer 522 Tahun 1922 bahwa kejaksan diberi
tugas dan fungsi dafam bidang hukum perdata serta diberinya peran dalam
bidong hukum Perdata dan Tata Usaha Nepara karena Kendisi obyektil
memany memerlukan adanya peran Kejaksan di idang tersebul karena
peran tersebut selain  bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan
kewihawaan neparad dan pemerintah dan untuk menyelamatkon aset-aset
negara juga bermanlaatl bagy negara menpun bagi masyarakal vang hersifat
antisipatif, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan vang bersifat
nasional den intermasional vang akan limbuel dimasa depan dalam bidong
hukum perdats dan Tala Ussha Negara,

Ruanglingkup Serat Kuasa Khusus Dalam Penvelesaian Perkara Perdata
Oeh Lembaga Kejaksaan vang pada dasamya tidak jauh berbeda dengan
kuasa umum. Bedanys terletak pada kats "khusus™ dalam kuasa khusus.
Maksudnva, bahwa penerima kuasa hanya mewakili pemberi kuasa schatas
apa vang tclah ditentukan oleh pemberi kuasa dalam kuasa khusus

tersebut, Sclain ite, kuwsa umum juga tidak dapat dipergunakan di depan
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Pengadilan sehinpga harus dibuateyva kembali kuasn khusus sebagai alas
hak penerigm kuasa untuk dapat bertindak di depan Pengadilan,

Sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdsta yvang
pada hakikatnya adalah suatu persetujuan untuk memberikan koasa kepada
orang lain sehingga dalam perjanjian kussn terdapat dua pibak yailu
pemberi kuasa dan penerima kuasa, Sifat Perjanjian kuass tersebul adalah
Penetima kuasa langsung berkapasitas schagai wakil pembert kuasa,
Pemberian kuasa bersifat konsensval dan Berkarakter garanst Kontrak.
Kemudian disamping itw jugs Surat Khuasa Khoesus berskhir bila Pember
kussa menarik kembali kuasanyva, Berakhir scsvai dengan wakie yang
tertulis didalam surat RKwass, Karena pemberi ataw penerima Kuasa
meninggal dan penerima kusss melepas kvasanya, Dalam suvate kKuwsa
khusus dapat Discpakati Kuoasa Mutlak apar suatu  ketidakpastian
pemberian kuasa dapat dihindari maka lalu Heas pergaulan hukem telah
memperkenalkan dan membenarkan suatu kuasa pemberian kuasa mutlak.
Yong mana kKlavsul - Klausul vang dimoat dalam kuasa mutlak tersebut
vatity : Pemberi kaasa tidak dapat mencabut kembali Kuasa vang diberikan
kepada pengmma Keasa dan Meninppalova  pemberi kuasa, tdak

mengakhird perjanjian pemberian kuasa,
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